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Pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan global. Salah satu dampaknya terlihat pada perusahaan yang
menggunakan pendanaan melalui debt financing mengalami kredit macet. Ketika perusahaan selaku debitur
mengalami kesulitan keuangan yang serius, perusahaan dapat mengajukan homologasi Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tingginyatingkat perkara PK PU mendorong perusahaan
mempertimbangkan konsekuensi akuntansi dan perpajakan atas homologasi PKPU. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran analisis untuk
memahami dan mengeksplorasi problematika terkait perlakuan perpajakan atas restrukturisasi utang baru
dalam homologasi PKPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terminologi seperti penghapusan utang dan
pembebasan utang dalam konteks perpajakan menekankan substansi transaksi (substance over form),
khususnya penambahan kemampuan ekonomis dan aspek |egalitasnya. Penerapan perpajakan pada
homologasi PKPU dengan dan tanpa haircut melibatkan pertimbangan substansial, dengan fokus pada
peningkatan kemampuan ekonomis sebagai kunci pengakuan penghasilan kena pajak. Dalam konteks
perpajakan, pajak penghasilan dikenakan pada pendapatan yang telah direalisasikan atau diterima dalam
bentuk kas atau aset yang dapat dinilai, sehingga unrealized gain pada diskonto utang tidak memenuhi
kriteria untuk diakui sebagal penghasilan kena pgjak. Otoritas pagjak diharapkan dapat merumuskan
kebijakan perpajakan atas penghapusan utang dengan mempertimbangkan ability to pay debitur dan
mengembangkan framework yang dapat memberikan panduan praktis bagi perusahaan dalam praktik
homologasi PKPU khususnyaterkait penghapusan utang.

...... The Covid-19 pandemic has emerged as a global challenge, particularly impacting companies utilizing
debt financing, resulting in defaults. When companies, acting as debtors, face severe financial difficulties,
they may seek a moratorium through the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). The high rate of
PKPU cases urges companies to consider the accounting and tax consequences of PKPU homologation. This
gualitative research employs a qualitative research approach to provide an analytical overview,
understanding, and exploration of tax treatment issues concerning the restructuring of debt within PKPU
homol ogation. The findings underscore that terminology such as debt write-off and debt relief in the tax
context emphasi zes the substance of the transaction (substance over form), particularly the enhancement of
economic capacity and its legal aspects. The tax application in PK PU homol ogation, whether with or
without a haircut, involves substantial considerations, focusing on the enhancement of economic capacity as
akey factor in recognizing taxable income. In the tax context, income tax islevied on realized or received
income in the form of cash or assessable assets, rendering unrealized gains on long-term debt discount
ineligible for tax recognition. Tax authorities are expected to formulate tax policies on debt write-offs by


https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920537612&lokasi=lokal

considering the ability to pay of debtors and developing a framework providing practical guidance for
companies in the practice of PKPU homologation, particularly concerning debt write-offs.



